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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang 

Pemilu merupakan sesuatu proses pemilihan yang melibatkan rakyat untuk  

berpartisipasi dalam pemilihan, Seperti Eksekutif dan Legislatif untuk jangka 

waktu jabatan lima tahun. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan umum untuk 

memilih Presiden wakil presiden dan anggota DPR/DPRD. Pemilihan umum 2019 

merupakan pemilu pertama yang menggabungkan dua jenis pemilihan secara 

bersamaan.  

Pemilihan umum tahun ke tahun memiliki perbedaan, pemilihan umum yang 

dilakukan secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004. Rakyat 

mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpinnya secara langsung karena 

sebelumnya dipilih oleh MPR, sekarang untuk pemilihan pada tahun 2019 

memiliki perubahan yang menggabungkan dua jenis pemilu, pemilu legislatif dan 

pemilu presiden secara bersamaan. 

Perubahan ini tentunya mempunyai banyak hal yang juga yang perlu 

diperhatikan bukan hanya perubahan tentang dasar hukum atau aturan yang ada 

melainkan juga perubahan sikap, partisipasi  ataupun pengetahuan pemilih 

terhadap perubahan tersebut. Bagaimana pengetahuan pemilih dari setiap pemilu 

dimulai pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. 

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kali dilakukan secara 

demokrasi, dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan anggota legislatif 

dan presiden. Pemilu tahun 2004 merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, 

masyarakat harus mengetahui apa saja yang menjadi aturan dalam proses 

partisipasi yang dilakukan dan pendalaman  secara menyeluruh agar mampu 

mencapai angka partisipasi yang sesuai dan ideal. Dasar hukum pemilu tahun 

2004 diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, 

DPD, DPRD dan kedudukan MPR serta UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang 

pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik 

untuk memilih 550 anggota DPR. Pada tahun 2004 partai yang mendapatkan suara 



terbanyak adalah partai Golkar dengan 120 kursi/parlemen. Pemilu dilakukan dua 

putaran, pertama untuk memilih anggota DPR agar bisa mengusulkan presiden 

dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai yang mencapai lima persen suara 

sah nasional dan tiga persen kursi parlemen. (KPU.id) 

Pemilu tahun 2004 juga tidak terlepas dari proses sosialisasi yang dilakukan 

oleh KPU untuk meninggkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

kehidupan berdemokrasi. Dalam proses sosialisasi ini KPU mempunyai tema 

astikan anda terdaptar sebagai pemilih, suara 

untuk penyampaian informasi adalah tatap muka, melalui media massa dan 

mobilisasi sosial seperti rapat kerja, workshop, tranining of trainer, media cetak 

maupun elektronik audio visual. Yang menarik sosialisasi dilakukkan secara 

tradisional seperti menggunakan media seperti Ketoprak, ludruk, wayang kulit, 

publikasi dalam bahasa daerah, sayembara lomba yang berkaitan dengan materi 

pemilu. Sosialisasi ini dharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, 

menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat. . Pemilih yang terdaptar 

sebanyak 148.000.369 dan yang menggunakan hak pilihnya 124.420.339 suara 

(84,1%). Angka partisipasi 84,1 persen menurun dari tahun 1999 yang menyentuh 

angka 92,6 persen. Penurunan angka partisipasi ini menurut Riset internal KPU 

dikarenakan perilaku korupsi.  

Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu ketiga massa reformasi yang 

diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 

anggota DPR, 132 anggota DPD dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan 

pemilihan presiden diselenggarakan setelah pemilihan anggota legislatif pada 

tanggal 8 Juli 2009. Dasar hukum pemilu tahun 2009 diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu 

anggota legislatif 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai nasional dan 6 partai Aceh. 

Adapun kendala pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 antara lain 

permasalahan distribusi logistik, Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran 

masyarakat, Data DPT kurang tepat, menyebabkan kecurigaan, Banyak 



munculnya kampanye negatif, Angka partisipasi 70,9% turun dari pemilu 2004 

84,1%. 

Pemilu tahun 2014 dilaksanakan menurut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

pemilu presiden dan wakil presiden, dan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD, memperebutkan 560 kursi di DPR, diikuti 12 partai 

nasional dan 3 partai Aceh, Kendala pada pemilu tahun 2014 ini adalah Sosialisasi 

kandidat calon legislatif, masih soal figur ketimbang program kerja, Sosialisasi 

pelaksanaan pemilu yang kurang menarik masyarakat, Persoalan data DPT, 

menyebabkan kecurigaan masyarakat, Pendistribusian kedaerah-daerah, Money 

politik, angka Partisipasi 75,2 % naik sekitar 4%. 

Pada pemilihan tahun 2019 merupakan hal yang baru, dikarenakan  adanya 

beberapa persyaratan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk setiap 

partai yang melakukan kegiatan kampanye, seperti Partai peserta pemilu boleh 

memasang gambar presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, logo partai baru 

tidak akan terpasang di surat suara, dalam artian bagi partai politik yang 

mengusulkan calon Presiden dan calon wakil presiden, maka logo partai akan 

dicantumkan dalam surat suara, tetapi bagi parpol yang hanya mendukung, maka 

logo parpol tidak dicantumkan dalam surat suara. Beberapa perbedaan antara 

pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019 yaitu:  

1. Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak. 

Pemilihan umum serentak ini didasari dari keputusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus 

pada 23 Januari 2014. MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) 

dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tentang 

pilpres yang mengatur pelaksanaan pemilihan presiden tiga bulan setelah 

pelaksanaan pemilihan legislatif yang tidak dilakukan secara serentak dan 

sudah dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum.  Pelaksanaannya dilakukan pada 17 April 2019 yang 

nantinya para pemilih diberikan lima surat suara untuk dibawa kebilik 

untuk dicoblos. Lima surat suara tersebut untuk memilih Presiden dan 



wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota 

DPRD tingkat Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. (kompas.com) 

2. Jumlah Partai Politik bertambah yang sebelumnya pada tahun 2014 ada 12 

partai politik yaitu, NASDEM, PKB, PKS, PDIP, GOLKAR, 

GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PPP, HANURA, PBB, PKPI dan juga 

diikuti tiga partai Aceh PDA PNA, PA. Sementara Pada pemilu tahun 

2019 ini diikuti sebanyak 16 partai politik Nasional yaitu, PKB, 

GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, 

PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT  dan empat 

partai lokal Aceh yakni Partai SIRA, Partai Aceh, Partai daerah Aceh, 

Partai Nanggroe Aceh  yang hanya untuk Provinsi Aceh.  

3. Calon anggota DPR yang ikut pada pemilu tahun 2019 ini berjumlah 7.968 

orang bertarung di 80 dapil dan memperebutkan 575 kursi parlemen.  

4. Presidential Threshold menggunakan hasil pemilihan Legilslatif tahun 

2014. Artinya partai politik atau gabungan partai politik harus mempunyai 

dua puluh persen kursi di DPR atau dua puluh lima persen suara sah 

nasional untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil 

presiden. (Kumparan.com) 

Kegiatan politik mempunyai kendala atau sebuah masalah yang akan muncul 

terutama dalam hal yang berbau konflik Sara, Agama, Etnis dan kebudayaan 

didalamnya. Perkembangan teknologi yang mudah  diakses atau didapatkan dari 

mana saja seperti media massa. Karena hal yang menjadi kunci dari proses 

penegakan demokrasi adalah kebebasan pers atau berpendapat. Kegiatan politik 

harus mempunyai tujuan yang harus dicapai agar semua kalangan bisa mengerti 

tentang sistem politik Indonesia saat ini, dalam proses demokrasi perlunya 

komunikasi yang membuat suatu sistem berjalan. 

Demokrasi  membutuhkan suatu penekanan penting mengenai komunikasi 

politik dan pengetahuan politik,  karena dengan mengerti tentang pengetahuan 

politik,  pemilih tidak akan mudah menerima suatu informasi secara gamblang 

dan harus lebih kritis lagi  terhadap suatu informasi. Pokok pembahasan ialah 

penekanan tentang pengetahuan tentang politik yang berfokus kepada pemilih 



pemula yang masih bersifat pragmatis terhadap isu-isu politik agar lebih 

meningkatkan partisipasi pada  pemilu tahun 2019. Pada setiap Pemilu terjadinya 

penurunan dari tahun ke tahun, jadi peran pemilih pemula disini harus lebih 

ditekankan untuk meminimalisir angka Golput.. ( KPU.id) 

Pemilihan umum mempunyai banyak kendala atau hambatan yang dialami 

setiap pelaksanaanya, dimulai dari tahun 2004, 2009 dan 2014 semuanya 

mempunyai kendala, hambatan atau masalah yang dihadapi seperti beberapa hal 

ini: 

Table.1.1 

Tahun                    Kendala dan Hambatan 

2004 Pengelolaan anggaran, tidak ada transparansi 

Kelemahan dari segi regulasi 

Sistem pengawasan yang tidak optimal 

Tertutupnya ruang partisipasi  

Sosialisasi yang kurang efektif, tidak menarik bagi masyarakat. 

Angka partisipasi 84,1% turun dari pemilu sebelmnya 92,6 % 

2009 Permasalahan distribusi logistik 

Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat  

Data DPT kurang tepat, menyebabkan kecurigaan 

Banyak munculnya kampanye negatif 

Angka partisipasi 70,9% turun dari pemilu 2004 84,1% 

2014 Sosialisasi kandidat calon legislatif, masih soal figur ketimbang     

program kerja 

Sosialisasi pelaksanaan pemilu yang kurang menarik masyarakat 

Persoalan data DPT, menyebabkan kecurigaan masyarakat 

Pendistribusian kedaerah-daerah 

Money politik 

Kekerasan politik 

 

Sumber: website KPU RI 



Tabel diatas menjelaskan angka partisipasi pada tahun 2004 dan 2009 

mengalami penurunan dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan. Penurunan pada 

tahun 2004 dan 2009 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukkan oleh 

KPU sehingga pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu masih 

kurang, termasuk pengetahuan tentang berbagai macam hal seperti dasar hukum 

pemilu, larangan dan sanksi pemilu, tata cara mencoblos, persyaratan pemilih. 

Jadi harus adanya peningkatan pengetahuan tentang pemilihan umum untuk 

masyarakat. 

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan juga Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang pendidikan 

pemilih dan sosialisasi pemilih serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dibagi kedalam suatu pokok 

pembahasan yang sudah dibatasi agar lebih terfokus kepada konteks pemilu tahun 

2019. Sub-sub bagian yang akan menjadi pokok masalah adalah pengetahuan 

pemilih pemula tentang landasan hukum pemilu tahun 2019, larangan dan sanksi 

pemilu, informasi apa yang didapatkan, pengetahuan pemilih pemula tentanng 

Visi misi calon, proses mendapatkan informasi dan instrumen yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi, pengetahuan tentang tata cara memilih, proses 

pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan KPU,  keterlibatan Tenaga pengajar 

dan organisasi dalam membantu pemilih pemula untuk memahami masalah yang 

terjadi di pemilu tahun 2019. 

Pengetahuan pemilih pemula lebih terpengaruh kepada isu-isu politik terkini 

dalam memberikan suara mereka, bukan sekedar memilih berdasarkan perasaan 

setia atau loyalitas kepada calon atau partai tertentu, akibtanya pola pemilihan 

menjadi lebih mudah berubah. Partai dan calon juga telah merespon  masalah ini 

dan mereka berusaha menggunakan media massa secara lebih efektif. Taktik 

partai politik dan calon seperti ini telah membantu meningkatkan dominasi media 

massa yang dalam melumrahkan dan mempribadikan politik dan mungkin telah 

mendorong aliensi publik dari politik inkovensional. Beck (1997:144) dalam 

Keith Faulks. 



Peraturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang 

demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum 

serta pemilihan umum yang efektif dan efesien. Pertama yang harus dilakukan 

ialah mengetaui tentang dasar hukum  pemilu 2019.  Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017, menimbang bahwa Undang- Undang Nomor 42 

Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-

Undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan 

Undang Undang Nomor 8  Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu disatukan  dan 

disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi 

pemilihan umum Tahun 2019. 

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017: 

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara umum, bebas, jujur, rahasia dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu 

yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

secara langsung oleh rakyat. 

3. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk anggota DPD dan 

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi 

persyaratan. (Kemlu.co.id) 



Pemilihan umum tahun 2019 juga menetapkan larangan dan sanksi dalam 

melakukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk , peserta dan tim kampanye 

yang tertuang kedalam pasal 280/288 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

antara lain adalah : 

1. Mempersoalkan pancasila dan UUD RI 1945, melakukan kegiatan yang 

membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia, menghina 

seseorang, Agama, Ras , Suku, Golongan, calon atau peserta pemilu, 

menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok. Merusak 

fasilitas negara, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, 

tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye, dan  menjanjikan uang atau 

materi lainnnya. 

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk ikut kedalam kampanye salah 

satu  calon, seperti ketua MK, Hakim Agung, jajaran BPK dan anggota, 

Bank Indonesia, pejabat negara dan warga negara yang tidak memiliki hak 

memilih seperti TNI/POLRI. 

3. Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan 

kegiatan menjanjikan, memberikan uang, materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta kampanye pemilu secara langsung dan tidak langsung 

adalah pembatalan nama dari daptar calon tetap dan pembatalan angota 

yang sudah terpilih. (Kemlu.co.id) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga menjelaskan tata cara memilih 

yang  tercantum dalam pasal 41/42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 

tentang pemungutan suara seperti: 

a. Menuju bilik suara 

b. Membuka surat suara lebar-lebar 

c. Mencoblos suarat suara dengan paku  

d. Melipat kembali suarat suara 

e. Memasukan surat suara kedalam kotak suara tergantung jenis pemilihan 

f. Mencelupkan salah satu jari kedalam tinta sebagai tanda sudah 

menggunakan hak pilih. (KPU.id) 

 



Teknologi merupakan hal yang mutlak dalam membantu manusia dalam 

mempermudah kehidupan, termasuk kemudahan mendapatkan informasi berita 

yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Pada pemilu 2019 ini media sangat 

berperan penting dalam proses sosialisasi ataupun kampanye politik peserta 

pemilu. Juga setiap orang mempunyai akses untuk membuat atau 

menyebarluaskan berita sangat cepat. Memungkinkan informasi yang tersebar 

tidak jelas kebenarannya.  

Pemilih pemula diharapkan menggunakan dengan bijak dengan teknologi 

yang digunakan dalam menyikapi kegiatan politik tahun 2019 ini. Seperti lebih 

menekankan kepada Visi Misi calon, latar belakang calon ketimbang isu atau 

informasi yang tidak jelas kebenaranya. Karena media terkadang menjadi hal yang 

sangat tidak stabil dalam memberikan sebuah informasi dan hal tersebut malahan 

membuat orang tertarik dengan hal tersebut. 

Seperti dilansir oleh detik news sejak bulan  Agustus 2018 sampai April 2019 

sebanyak 1.731 Hoax (berita bohong) menjelang pencoblosan pemilu 2019. 

Kategori berita bohong (Hoax) berhasil di identifikasi oleh kominfo.  

1. Kategori Politik: 620 Hoax 

2. Karegori Pemerintahan: 210 Hoax 

3. Kategori Kesehatan: 200 Hoax 

4. Kategori Fitnah: 159 Hoax 

5. Kategori Kejahatan: 113 Hoax 

Menurut fakta tersebut dapat dikatakan informasi tentang pemilu tahun 2019 

banyak sekali berita bohong atau hoax. Hal ini perlunya pemahaman pemilih, 

terutama pemilih pemula dalam mendapatkan akses informasi dan mampu 

menelaah berita tersebut secara baik agar tidak mendapatkan informasi bohong. 

Pengetahuan merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap umat manusia, 

karena pengetahuan dapat membantu manusia dalam proses pengambilan sikap 

dalam kehidupan, seperti mengamati sebuah masalah dan mencoba mencari solusi 

agar mampu memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan dapat didapatkan dari 

berbagai macam hal seperti  penginderaan yang kita miliki. pengetahuan bisa 

didapatkan jika sesuai dengan objek yang kita perhatikan, tergantung bagaimana 



kita tertarik kepada objek tersebut dan konsisten terhadap objek tersebut, agar 

menghasilkan sebuah penggambaran yang lebih ideal dan pemahaman secara 

menyeluruh terhadap objek tersebut. 

Pengetahuan sangat dibutuhkan untuk membantu menganalisis proses 

kegiatan politik. Proses kegiatan politik memiliki banyak hal yang harus dijadikan 

sebagai pokok masalah agar bisa melakukan sebuah pengamatan dan 

menjadikannya sebagai pengetahuan. Kegiatan politik tidak terlepas dari isu-isu 

atau masalah politik yang menjadikan sesuatu yang menarik untuk individu 

mengamati proses kegiatan politik seperti pemilu tahun 2019. 

Pemilih harus mempunyai pengetahuan tentang berbagai macam hal tentang 

proses demokrasi atau proses pemilihan umum. Pemilih dituntut mampu 

berpatisipasi dengan baik, Supaya tidak timbul sesuatu yang bersifat pragmatis 

dan apatis dalam proses partisipasinya. Banyak hal yang harus diperhatikan agar 

mampu memberikan pengetahuan yang sesuai dan bermamfaat untuk membantu 

masyarakat, dalam mengikuti kegiatan politik pemilu 2019. 

Peran lembaga penyelenggara seperti KPU sangat dibutuhkan untuk 

mremberikan pengajaran atau sosialisasi kepada pemilih. Seperti pemahaman 

tentang dasar hukum yang digunakan pemilu 2019, tentang siapa calon presiden 

maupun legislatif, pengetahuan tentang latar belakang calon, tentang partai partai 

yang ikut berpartisipasi, larangan didalam proses pemilu serta sanksinya, proses 

sosialisasi yang dilakukan dan bagaimana pemilih pemula ini mengambil suatu 

pandangan dan tindakan terhadap informasi yang didapatkan. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga menjelaskan apa saja yang menjadi 

bagian dari sosialisasi yang akan diberikan kepada para pemilih dan yang menjadi 

sasaran untuk sosialisasi adalah masyarakat umum, pemilih pemula, penyandang 

disabilitas dll. 

Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau 

pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 tahun atau 

lebih yang sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang 

yang berlaku.  



Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan 

pemilihan yang bulat. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi 

ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik 

lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

ketidaktahuan dalam politik praktis, terlebih dengan pilihan dalam pemilu 

membuat pemilih pemula sering tidak bersikap rasional dan lebih memikirkan 

jangka pendek. (Suhartono, 2009:6) 

Tingkat keantusiasan pemilih pemula ini harus dibenahi tentunya dari proses 

sosialisasi, dengan adanya sosialisasi yang baik maka pemilih pemula yang 

kurang mengetahui dan tertarik terhadap politik lambat laun tertarik dan 

menggunakan hak suaranya dengan bijak. Untuk meminimallisir adanya 

kesalahan atau ketidaktahuan pemilih pemula, KPU, Banwaslu, Kominfo 

melakukan suatu upaya Bersama pemilih 

milenial perangi HOAX jelang pemilu  mudah 

dipengaruhi atau dipolitisasi oknum untuk menyebarluaskan berita HOAX yang 

akan berdampak kepada pengetahuan pemilih pemula. 

Masalah yang akan dihadapi oleh pemilih pemula dan mempengaruhi dalam 

menentukan pilihannya sebagai pemilih dan sangat mengganggu perolehan suara 

yang akan diperoleh, sebagai tolak ukur suatu keberhasilan suatu proses pemilihan 

umum ataupun pemilu. Tingkat keantusiasan pemilih pemula juga harus 

diperhatikan dari tahun ke tahun karena hal tersebut menjadi tingkat keberhasilan 

suatu pemilu. 

Pemilu tahun 2019 akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah 

cukup umur dan punya hak memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) sendiri 

telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) dalam 

skala Nasional. Total pemilih 192.828.520 orang, Terdiri dari pemilih laki-laki 

96.271.476 orang dan pemilih perempuan 96.557.044 orang.DP4(Daptar 

Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebanyak 5.035.887 skala nasional. Kota 

Palembang sendiri yang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan 

mempunyai daptar pemilih sebanyak 1.099.633 jiwa. DP4 Palembang sebanyak 



33.560 jiwa. Pemilih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu poltik UNSRI sebanyak 

1.375 orang dan pemilih angkatan 2018 sebanyak 304 mahasiswa. 

  Pemilu legislatif Kota Palembang faktor figur calon legislatif akan 

mempengaruhi kemenangan parpol, karena calon wakil rakyat akan bekerja 

mempengaruhi kinerja parpol, dalam memperebutkan kursi diparlemen lokal, 

dalam pilkada kepala daerah dukungan parpol kepada pasangan calon yang akan 

bertarung dalam pilkada. Pasangan calon Incumbent atau pertahana mendominasi 

kemenangan kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar dan PDIP. (Alfitri, 

2008 : Dinamika partai politik) 

Pemilih pemula yang menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

politik ataupun berada dalam lingkungan politik dalam proses belajar yang sudah 

mempelajari politik di mata kuliah pengantar ilmu politik walaupun sebagian 

tidak secara mendalalam. Apakah dengan atau sudah mempelajari politik 

masihbersifat apatis dan pragmatis didalam individu mahasiswa dan seberapa 

dalam pengetahuan politik mahasiswa. 

Mahasisiwa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya 

dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual. 

Mahasiswa banyak melakukan kegiatan kampus, seperti kegiatan belajar, 

berorganisasi, dan bersosialisasi antar sesama mahasisiwa agar lebih banyak 

mendapatkan pengalaman didalam masa perkuliahan, Sebagai mahasisiwa yang 

sudah masuk kedalam ranah politik agar tidak terjadinya sifat apatis dan 

pragmatis dari mahasisiwa dalam menyikapi tahun pemilu 2019.. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa angkatan 2018 tentang pemilu 2019 

untuk memilih Presiden wakil presiden dan anggota legislatif ? 

2. Dari mana pemilih pemula mendapatkan informasi tentang pemilu 2019?  

1.3 Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang pemilu 2019 dalam 

memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilakukan bersamaan. 



2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui media apa yang digunakan pemilih pemula dalam 

mendapatkan informasi politik. 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan  mampu memberikan sumbangan ilmu  pengetahuan 

khususnya bidang Sosiologi Politik. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi  pengajar dalam memberikan 

pembelajaran mata kuliah Sosiologi Politik kepada mahasiswa. 





6.2 Saran 
 Diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua elemen, baik untuk 

Pemerintah, KPU(Komisi Pemilihan Umum), terutama pemilih pemula ataupun 

organisasi sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dimasa yang akan datang 

terkait pemilu. 

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan terkait pengetahuan pemilih pemula tentang politik, dan 

sarana apa yang diperlukan untuk menunjang pemilih pemula agar lebih 

tertarik kepada kegiatan politik, bukan hanya menarik pemilih pemula 

kepada isu-isu saja melainkan, daharapkan pemilih pemula ini lebih 

mengatahui apa yang menjadi dasar hukum dari kegiatan politik itu 

sendiri. 

2. Bagi  pemerintah (KPU), diharapkan lebih memberikan ruang atau sarana 

prasana terkait ruang diskusi untuk mahasiswa agar mahasiswa lebih peka 

atau lebih mendalami kegiatan politik itu sendiri dari segala bidang, agar 

terciptanya mahasiswa yang mempunyai integritas yang lebih tinggi yang 

memahami dalam berbagai aspek politik. Memberikan kegiatan sosialisasi 

yang baik dan menarik untuk pemilih pemula. 

3. Bagi aktor politik atau peserta pemilu diharapkan lebih memberikan solusi 

yang nyata dalam menarik minat pemilih pemula jika ingin dipilih oleh 

pemilih pemula dalam pagelaran pemilu legislatif. 

4. Untuk mahasiswa pemilih pemula, diharapkan lebih mengetahui apa yang 

menjadi dasar hukum atau atauran yang telah ditetapkan bukan hanya 

lebih tertarik kepada isu yang dibangun. 

5. Untuk organisasi, lebih memberikan lebih banyak ruang untuk kegiatan 

yang membawa kearah positif seperti diskusi. 
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